WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR '~ TAHUN 2022
TENTANG

HIBAH UANG DALAM RANGKA PEMBANGUNAN SARANA PENUNJANG
MARKAS KOMANDO KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN

Menimbang

Mengingat

SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

. bahwa berdasarkan Proposal dari Kepolisian Negara

Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Nomor
B/1898/VII/L06.2.1/2022;

. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Forum Group

Discussion tentang Hibah Kepada Instansi Vertikal
Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 5 Agustus 2022;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Hibah Uang
dalam Rangka Pembangunan Sarana Penunjang Markas
Komando Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun Anggaran 2022;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017
tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450);

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja
Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan
Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

16.

17.

18.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
66);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun
2022 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
Anggaran 2022 Nomor S);

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin
Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Hibah Uang dalam rangka Pembangunan Sarana
Penunjang Markas Komando Kepolisian Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp
3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan yang menerima
Hibah Uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU wajib memenuhi kelengkapan administrasi
pengajuan permohonan dan pertanggungjawaban
penggunaan dana tersebut kepada Wali Kota
Banjarmasin.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran
Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Banjarmasin pada Anggaran, Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran
2022 pada Rekening Belanja Hibah Uang kepada
Pemerintah Pusat-Belanja Hibah Uang kepada
Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.



KEEMPAT z Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Uktober zezz
WALI KOTA BANJARMASIN,

——

IBNU SINA

Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor ' -~ Tahun 2022
tentang Hibah Uang dalam Rangka Pembangunan Sarana
Penunjang Markas Komando Kepolisian Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022



